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PEHATURAN DAERAH KARUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PEDAGANG KAK] LIMA

LEMBARAN DAERAH
KAHUPATEN BANYUMAS
NOMOR :21 TAHUN 2003 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. hahwa secara nyats Pedagang Kaki Lima
nrerupakan keyisten ekonomi rakyat vang perlu

dibina, ditatadan diberdayakan;

5. babwa sehubungan denpgen hal tersebut, maka
sebapai dasar hukum pembinacn dan pengawasan
keberadagn Pedagang Kah Lima di Kabupaten,

perlu distur dengan Peraturen Daerab,

Mengingat @ |. Undang-undang Nomar 13 Tahum 1950 tentang
Perbentukan Dacrab-duerah Dalam Linpkungan

PropinsiJawaTengah:

2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 temang
Jelan (Lembaran Megarga Tahun 1980 Nomaor 3,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 terlang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana { Lembzran
Negora Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

|embaran Negara Nomor 3209);
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Undang-tmbang Nomar 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
J4E0)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang |Jsaha
Kecil (Lembaran Megara Tahun 1995 MNomor 74,
Tambahon Lembaran Nogara Nomor 3611);

Undang-undeng Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Megara
Tahun 1997 Nomor 68, lambahan Lembaran Megara
Noemor 3699);

Undarg-undéng Nomor 22 Tshun [999 twntang
Pemenntahan Docrah (Lembaran Nogara Tahun 1999
Momer 60, Tambahan Lembaran Megasa 3539);

Feraturan Pemerintah Nomar 26 Tahun 1985 tentang
Jolon (Lembaran Negara Tohun 1983 Nomor 37,
Tambahan LembaranNegar Nomor 3239);

Feraturan Pemenniah Nomor 43 Tabun 1993 ientang
Prasarana dan Lalu Lmtas Jalen (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Megara
MNamor3529);

Feraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenongan Pemerintoh dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Deerah Otonom (Lembaran Negorn Tahun
2000 Nomar 72, Tambahan Lembaran Megara Nomor
3R48];

. Peraturan Daerah Kobupatan Daerch Tingkat (1

Banyumas Nomaor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Wegeri Sipil
Sebagai Penyidik Pada Pemerintoh Kobupaten
Banyumas (Lembaran Dzerah Kabupaten Daerah
Tingkat [1 Banyumas Tahun 1985 Nomor § SeriD );
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat [T
Banyumas Nemor 38 tahun 1995 tentang
Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran
Da=rah Kabupaten Daerah Tingkat I Banyumas
Tuhun 1995 Nomor 3 seri B );

13, Peraturan Daerah Knbupaten Banyumas Nomor 20
Tahun 2000 tentang Kewenangan Dacrah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Dazrah
Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomeor 33 Seri
D).

Dengan persetujuan

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KARIUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG

KAKILIMA
BARB |
KETENTUAN UMUM

Pousul 1

Dalam Peraturan Daerak ind yang dimaksud dengan :
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Diaerah adalah Dazroh Kebupaten Banyumas;

Dewan Perwakilan Rakyai Duerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Therah Kabuputen Banyumas;
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(1)
(2)

Bupat: adalah Bupati Banyumas;

Pedagang Kaki Lima vang selanjutnva disingkat PKL adalah
pedagang perorangan vang berusaha dolam kegiatan ekonomi sckior
informal yang menggunakan dasrah milik jalan atan fasilitas uroum
laineya dan bersifal sementara/tidak menetap dengan menggunaksn
peralaian bergerak vang menempati tanah bukan miliknya;

Jalan adalsh suatu prasarana perhubungan darat dalam hentuk apapun
meliputi segala bagien jalan termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya vang diperuntukkan bagi lalu lintas;

Fasilitas Uroum adalal laban den peralatan atou perlengkapan yang
disediakan cleh Pemerintah Daerah umtuk dipergunakan oleh
masyarakat secara luas;

Dinas/Instansi adalah Dinas/Tnstansi yvang bertanggung jawab dalam
Pembinuan dan Pengawasan dibidang usaha dan perdagangan.

BAD I
LOKASI, WAKTU DAN BENTUK
Masal 2
K.egiatan usaha pedegang kaki lims dapatdilakukan di Daerah.,

Lokasi, waktu. ukuran dan Bentuk sarana PK1. ditentukan oleh Bupati
setedah rmen e pat persetujuan duni Pimpinan DPRD.

Dalam menentukan lokas: scbagaimana dimaksud dalam ayvat (2),
Dupati harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umuim,
susial, budayas pendidikan, ekonomi, kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban ;

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

BAE 111
PERIZINAN
Bagian Pertama
Wewenung Pemberian Izin

Pasal 3
Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan, yang
menempat tangh milik Pemerintah dacrabh wajib memiliki Tzin
Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas dari Dupati atau Pejabat yang
ditunjuk.

lzin sehagaimana dimaksud dalem ayat (1) tidak dapat dipindah
tangankan kecuali atas [zin Bupari;

Dalam memberikan [zin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupat:
menetapkan kewajiban-kewsjiban yang harus diteats oleh pemcgang
Izin.

Bentuk Izin dan Kartu [dentitas Pedagang Kaki Lima ditetapkan
dengan Keputusan Rupati.

Bagian Kedua
Tata Carn Mendapatkan lzin
Pasal 4
Untuk mendapatkan [zin sehagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1),
pemohon afau kuasanya  mengajukan permohonun secam termulis

kepada Bupati alau pejbal yang ditunjuk,

Tata Cara dan persyaratan pengajuan lzin ditetapkan dengan
Keputusan Bupati,



Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin
Pasal 5

(1) lzin Penggunaan Lekasi PEL sebagaimana dimaksud padz Pasal 3
ayat (1) berlaku selama | 2 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang,

(2) Dentuk, ukuran dan isi lzin Pengpunaan Lokasi sehagaimana
dimnksud dalamavat( | ) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin
Pusal &
(1} IzinPenggunaan Lokasi schagaimara dimaksud pada Pasal T ayat (1)
dapat dicabut apabila:
a. lokasi dipergunakan oleh Pemerintah untuk kepertingan umum
dan atau tidak lagi ditetzpkan sebagai lokasi PEL:

b, PKL melanygar ketentuan peraturan yang berlaku;

¢ sclama 30 (tiga puluh) hard bedurut-torut lokasi tidak
dipergunnkan tanpa keterangan.,

(2) Aras pencabutan [zin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
diberikan ganti rogl dan atao gant keuntongan.

BAR TV
KEWAJIBAN, ITAK DAN LARANGAN

Pasal 7
Setiap PKL wajib;
a. Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban
lingkungan sekitarmya:
f

b. Menghadap toko bagi PKL vyang berusaha di wilayah pertokoan dan
menghadap jalan bagi PKL diluar wilayah pertokoan, kecuali
ditentukzn luin oleh Bupati;

£. Memindahkan sarana dagangoya dari lokasi lemput usahanya setelah
selesa menjalankan kegiatan usahanya ;

d. Menyediakan tempat sampah dan/atan tempat air limbmh serla
membuang sampah dan/atau air limbah ketempat yang ditunjuk /
disediakan setelah selesal menjalankan kegintan usahanya ;

e. Membawa kartuidentitas pada sast melakuken kegiatan usahanya.

Pasal §

Setiap PEL berhal :
a. Menempati dan melakukan kegiatan usshanya dilokosi yeng telah
diizinkan s2ual dengan keteniuan vang berlaku

b. Mendapat bimbingan dan pemnbinaan dari Pemerintah Daerah.
Pasgal 9
Setiap PEL dilarangs ;
a. Melakukan kegiatan wsahia dengan mendirikan tempat usaha semi

permanen dan/atau permanen

b. Mecmual belikan dan atay memindah tangankan lrin Pengpunaan
Lokasi tanpascizin Bupati ;

e. Melakukan kegiatan ussha yang menimbulkan pencemarzn lingkungan
sesusml dengan ketentuan peorsturan perundang-undangan yang
berlaku;

d. Meninggalkan sarapa dagang di lokasi tempat usaha seteloh selesai
kegiatan usahanya,

e. Melzkukan usaha yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu. ukuran,
bentuk dan perlengkapannya sesuai denpan ketentuan yang berlaku,
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BAR V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10

Setiap PKL yang melanggar ketentuen pada Pasal 3 avat(1), ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 9, Bupah berwenang memenintahkan untuk
membongkar Tempat Usaha PKL dan ateu menvita barang
dapangan/peralaian yang dipergunakan untuk Usaha PKL.

(1

@

(1)

(2)

RBAR ¥1
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

Barang sizpa melang gar ketentnan sehagaimana dimaksud pada Pasal
Jayal (1], ayat (2)dan ayat(3). "asal 7, dan Pasal 9, diancam pidana
kurungan selama-lamanva 3 ({tiga) bulan atay denda schanyak-
banyaknya Rp. 3.000.000,-(tiga jutarupiah );

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalsh
Pelangparan.

BAE VIl
PENYIDIKAN
Pasal 12

Pejabat Pogawai Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah dibent wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penvidikan tindak pidana pelanggaran schagaimana dimaksud dalam
Pasal 11,

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam avat (1) adalah:

1. mensrima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atou
laporan berkensan dengan tindak pidana pelanggaran agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
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meneliti, mencari, dan megumpulkan keterangan mengenai orng
pribadi atau badan tenteng kebenaran perbuatan yvang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran tersebut;

meminta keterangan dan bahan bukti dari oreng pribadi atau badan
schubungan dengan tindak midana pelanggaran tersebut ;

memeriksa buku-huku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
Iain berkenzan dengan tindak pidana pelanggaran tersebut;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pembukusn, pencatstan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penvitaan terhndap hahan bukti terscbut;

memunta bantugn tenaga ahli dalam ranpka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana pelanggaran terschut;

menyurnh herhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada sasl pomeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang denfatay dokumen vang dibawa
sebagaimana dimaksud pada hurufe;

memotrel saseorang yang berkailan dengan tindak pidana
pelanggaran tarsebut ;

memanggil scscorang untuk di denpgar keterangannya  dan
diperiksa sehagaitersangka atan saksi;

menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik Umum bahwa tidak terdapa: cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnva melalui
Penyidik Umum memberituhukan hal tersebut kepada Penuntut
Umum, tersangkaatou keluarganya;

melakukan bndakan lain yang perlu untuk kelancuran penyidikan
tindak pidana pelanggaran tersebul menurul hokum yang dapat

dipertanggung jawabkan.



(3} Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahuksn
dimulainya penyidikan dan menyampaikann hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang distur dalain
perundang-undang vang berlaku,

BAR VIII
PEMBINAAN
Pasal 13

(1} Pembiman Teknis dan Pembinaan Ketertiban Umum  terhadap PEL
dilakuken oleh sstuzn Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sesuai denpan Tugas pokok
den Fungsi masing-masing.

(2) Untuk membantu Kelancarsn Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam avar (1), Bupati dapat membentuk tim yang
anggoiuny 1 terdiri dari Dinzs/Instansi terkait,

(3 gupm:l dapat mendelepasikan Pembinaar dan penertiban PKL kepada
amaL

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Semua PKL. yang telah
melakukan kegiatan usahanys wajib menyesuaikan dengan Peraturan
Daerah in,

Pasal I5
Hal-hal yang belum cokop distur dalam Persturan Dasrah ini, sepanjang
mengenai pelaksanainnys aken diglor lebih lanjul dengan Keputusan
Bupari.
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Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinyn, memerintahkan

pengundangen  Peraturan Dagrah i dengan ponempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupeten Banyumas.

Ditetapkandi Purwolkerio
padatanggal 30 Juni 2003
BUPATIBANYUMAS
tid.
ARISSETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal | Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUFATEN BANYUMAS
Pelaksann Tugas,
tid

IMAM DURORI
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 21 SERIE



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA

PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang undang Nomer 22 tahun 1999
tentang Pokok Dokxok Temenntahan Di Dacrsh scria Peraturan
Pemerintal Nomar 25 tahun 2000 tertang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sehapgai Daerah (Monom, maka
kewenangan Penyediamm Laban bag pedagaog informal Khosusaya
PKL tidak termasuk kewenangan Pemerintzh dan Pemerintah Propins:
sebagai Dazrah Otonom.

Fungsi dari Penataan bagi Pemerintah adalah sebapai alal untuk
membina, mengarahkan, dan menerubkan PEL pgar keberadaznnya
ndak mengeangu kebersihan, keindahan, keemanan dan ketertiban
sertamemberikan kepastian usaha ;

Peraturan Daerah im dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi
pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap
kegiatan PKL yany dilab sanek an oleh masyacakat

PENJELASANPASALDEMIPASAL

Pasal 1 : Ppsal im1 dimeksudkon untuk memberikan
penjelasan dan menyamakan persepst terhadop
beberapa istilah yang dipunaskan dalam peraturan

Naerah ini

Pasal 2 5/d
Pasal 3 :  Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)
huruf a dan b

Pasal 6 ayat (1)
< i

Posal 6 ayat(l)
a '

Pasalé avat (1)
hurutb :

Pazal 6ayat (1)
hurufe

Pasal 7s/d
Pasal 12

Pazal 13 ayat {1) :

Pasal 13 ayat (2)
dan ayat (3)

Pasal 14 &/d
Pasal 15

(ukup jelas

Yang dimaksud dengan keterangan adalsh

keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan
sccara husum,

Cukupjelas.

vang dimeksud dengan peraturan yang berlaku
adalah peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kegiatan PKL.

Cukup Jelas.

CukupJelas,

Yang dimaksud dengan Pembinsan Teknis
adalah pembingan yeng berkaitan dengan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. termasak
pamberian bimbingan, pemberian [zin,
pembinaan dan Pengawasan. sedangkan yang
dimaksud dengan Pembinaan Ketertiban Umum
adalah pembinaan yang berkaitan e tenib
yang haros dilaksanakan Pedagang Kaki Lima,
sehingga tidak mengoangu atau merugikan
mtasyurakst umum.

Cukupjelas.
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